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ABSTRAK

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 lalu merupakan
pemilihan umum yang berbeda dari tahun sebelumnya, masyarakat Indonesia banyak
berpartisipasi untuk menjadi pemantau pada pemilihan umum. Bentuk partisipasi guna
memantau pemilihan umum salah satunya adalah mendirikan lembaga survei yang
melakukan perhitungan cepat (quick count) untuk mengetahui kandidat mana yang
memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Tetapi, pada hasil
perhitungan cepat (quick count) lembaga survei yang disiarkan di televisi berbeda-beda
dan menimbulkan kerusuhan pada masyarakat. Hasil perhitungan cepat lembaga survei
tersebut tidak dipercaya oleh masyarakat, menjadi tidak idependen dan kredibel
mengakibatkan lembaga survei di pertanyakan dalam hal status, pertanggung jawaban dan
bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis
penelitian yuridis-normatif, pendekatan yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus
(case approach), pendekatan historis (historis approach), pendekatan komparatif
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sehingga,
metode penelitian tersebut dapat mendukung dalam hal pengumpulan data.

Status badan hukum lembaga survei, pertanggungjawaban dan pengawasan yang
dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga survei merupakan hal yang tidak dapat
dipisahkan dalam hal pendirian lembaga survei. Status badan hukum lembaga survei
menjadi penting untuk menetukan subjek hukum mana yang harus bertanggung jawab.
Pertanggung jawaban yang ditimbulkan oleh lembaga survei harus dilihat bentuk badan
hukum nya, yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbagi atas Peseroan
Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan badan hukum (Perkumpulan Saling
menanggung). Terkait pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi penting
untuk menindak lembaga survei yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah
di tentukan oleh KPU.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Lembaga Survei, Perhitungan Cepat, Pengawasan
Pemerintah.
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ABSTRACT

The election of the president and the vice President of Indonesia in 2014 is the
first election in the history of Indonesia which gives fresh air to the Indonesian
democracy, many people in Indonesia are participated intensively in that election.
One of the participation is forming a survey institute which perform quick count
to know who will win the election. However, many quick count result which broad
casted on a wide range of te television channels are different from each other and
cousing unrest in the society. The quick count result become distrustful, dependent
and incredible. The government surveillance is at State.

The method used in this research is juridical-normative. The approach to collect
the data is statute approach, case approach, historical approach, comparative
approach, and conceptual approach. So that the research method can support
data collection.

The legal status of survey institute, surveillance and accountability from the
government is a must in survey institute establishment. The legal status of survey
institute is important to determine which legal subjects who should be responsible.
The accountability of the survey institute must be seen from the types of legal
entities, some which registered in the election commissions are divided to limited
company, foundation and association of legal entities. Related to government
surveillance it is important to ban the survey institute that violates the election
commissions rules.

Key Words : The Accountability of Survey Institute, Quick Count, government
surveillance.
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